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BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATIJRAIT BIJPATI KEPT'LIIUAN SIAU TAGT'LA.IIDAI{G BIARO

NOIIOR z TAHIII{ 2013

TENTAilG

PER.'ALANAf, DII\TA8 DAI,AM TTE'GERI BAGI PB'ABAT TEGARA, PBGAWAI
ItEGEru AIPIL DAIT PEGAWAI TTDAX TETA.P DI LIIVGKI'ITGAI{

PEUERIIYTAII HABT'?ATEIV I{TPULI\UAN SIAU TAGI'I./IIYDAIVG BIARO
TAHI'II AI{CGARAN 2()13

DINGAN RAHMAT TI'}IAIV YAIYG MAIIA ESA

BI'PATI KEPT'LAUAIT SIAU TAGT.ILIIITDAITG BIARO.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjarg kelancaral peLaksanaan tugas-
tugas p€merintahan, pembangunan dan peiayanan kepada
masyarakat baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah,
dipandang perlu mengatur ketentuan tentartg p€laksanaan
Pe{alanan Dinas Dalam Negeri bagi Pcjabat Negara, Pegawar

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pernerintah
Kabupaten Kepulauen Siau TaguLaldarg Biaro Tahun Anggaran
20t3;
bahwa berdasarkan peitimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih daJ} Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tarnbahan le'nbarall Negara Repubuk
lndonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaraur Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar.
Negara (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan krnbaran Negara Republik Indone sia
Nomor 4355);
Undtrng-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (trmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nonor 66, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir
dengan Undaig-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undaig Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerai (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat darr pemerintahan Daerah
(t€mbaran Negara Republil Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g1:

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang pembentukan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di provinsi
Sulawesi Utara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 17, Ta;ll,bahan lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 4691):

8. Undang-Uadang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 92, Tambahan I€mbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 4SO3);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentans Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintai Nomor 65 Tahun 2O I O tentang perubaJran Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahui 2OO5 tentans Sistem
Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara 

-Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5lSSlr

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Taiun
Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan
Nomor 4578);

2OO5 tentang
Negara Republik
L€mbaran Negara

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 2O, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telal diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 20Og tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tal]un 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbararr
Negara Republk Indonesia Taiun 2OOg Nomor 7g, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855):



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dall Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentalg
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Talun 20O7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan
PeraturaD Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerair;
16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pedomal Penjrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 20 13;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor f13/PMK.OS/2012 tentarg
Pedalanan Dinas Da-lam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

18, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatai dan
Belanja Daerah {APBD} Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Tahun Anggaran 2Ol3 (kmbaran Daerah Kabupaten
Kepulauaa Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulardang Biaro Nomor 34
Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro Jalrun Anggaraq 2013 (Ferita Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ol2 Nomor 34).

MempPrhafikan : Keputusar Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Bialo Nomor
165 Taltun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis
Stardar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulaldang Biaro Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA. PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
ANGGARAN 20I3.



BAB I
KETEITTUAN I'MI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimatsud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulaual Siau Tagulandang Biaro.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keplrlauart

Siau Tagulandang Biaro.
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten

Kepulaual Siau Tagulandang Biaro.
7. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural

eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi
tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berLaku.

8. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintai Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro yang bertugas sebagai pelaksana dan tidak memegang
jabatan struktural.

9. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Non pegawai Negeri Sipil yang
melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro atau warga masyarakat yang di tugaskan oleh pejabat yang
berwenang untuk menghadiri kegiatan tertentu.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKpD) adalah
Satuan Perangkat Ketja Daerah yang ada di Lingkungan pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

11.Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja perangkat Daerah yarlg
melaksanakan satu atau beberapa program selaku pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran.

12. Kinerja adalai keluarair/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubulogan penggunaan anggaralr dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

13. Pedalanan Dinas Dalam Negeri adalah pedalanan keluar tempat kedudukan
yang berjarak sekurang-kurangnya 5 {lima) kilomete. dari batas kota, ataupun
kegiatan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan
Negara/Daerah atau perintah Pejabat yang berwenang.

14. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang
oleh Bupati.

15. Perjalanarl Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksana_karr untuk
suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan atau
pedalanan dinas dalam rangka pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh
insDektorat.



BAB II
PERJAI,,I\NAN DINAS

Pasal 2
Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah :

a. Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pamera-n da-n

eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara;
d. Melalsanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain;
e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu,

mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas,
menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan;

f. MeLaksanakan pemeriksaan (Audit) baik yang sifatnya reguler maupun
pemeriksaan khusus;

g. Membawa pasien rujuka! ke luar daerah.

Pasal 3
Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major) adalah :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alan;
b Perjalalan Dinas yalg menga.lami keterlambatan disebabkal karena

kelangkaan sararra ttansportasi dalam rute yang ditempuh.

Pasal 4
Kegiatan yang bersifat Spesifik sebagaimana dimalsud dalam pasal 2 huruf b
di atas, adalah kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang
dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatal yang berkaitan
de[gart tugas pemerintahan, pembangunan dal pembinaan kemasyarakatan baik
yang dilalsanakan di dalam daerah maupun di luar daerah

Pasal 5
Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daera-h, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
yang akan mela&sanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikarr
persetujuan/perintal pedaianan dinas adalah :

1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPt) dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati
berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;



2. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilar Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulardang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPf) ditandatangani
oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua Dewan berhalangan dapat
ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkar Surat perintah pefalalal Dinas
(SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewar Perwakilan Rakyat Daerah selaku
Pengguna Anggaran;

3. Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SpT) ditandatangali oleh Bupati
atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan
apabila kedua pejabat tersebut berhalangal dapat ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah, sedangkan Surat perintah pe{alanan Dinas (SppD)
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna Anggaran;

4. Bagi Pejabat Eselon II, Ill, IV, Staf dan pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat perintah Tugas {Spt)
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal
Sekretaris Daerai berhalangan dapat ditandatangani oleh Aslsten Sekretaris
Daerah yang membidangi, sedangkan Surat perintah pe{alanan Dinas (SppD)
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja perangkat Daerai (SKPD) seiaku
Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala satuan Kerja perangkat Daerah
berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diserahr tugas;

5. Bagi Pejabat Eselon III, IV serta Staf dan pegawai Tidak Tetap yarg bertempat
Ti-rgas di luar wilayah Siau, diberikan Kewenangan kepada Kepala Satuan Keia
Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Bupati menandatalgani Surat perintah
Tugas (sPT) Perjalana! Dinas Daram Daerah dan L,ar Daerafr, sedangkan surat
Perintah Pedalanan Dinas (SppD) ditanda tangani oleh Kepala Satuan Keia
Perangkat Daerah (SKpD) selaku pengguoa Anggaran;

6. Camat di Wilayah Siau diberika! kewenangan menandatanganr Surat perintah
Ttigas (SPt) untuk perjalana, Dinas Dalam Daerah, sedangkan Surat perintai
Tugas (SPl Perjalanar Dinas Luar Daerah di tandatangani oleh Sekretaris
Daerah, dan Surat perintah perjalanan Dinas (SppD) ditanda tanqani oleh
Camat selaku pengguna Anggaran;

7' Peidar:.ar: Dinas rnendampingi pasien rujukaa ke rua't: daerah, surat perintar
Tugas (SP! dan Surat perintah pedalanan Dinas (SppD) dapat ditandatangani
oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala puskesmas baik di wilayah Siau.
Tagulandang darI Biaro:

8. Khusus Perjaranan Dinas Daram Dae.ah bagi Asisten sekretaris Daerah
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan bagi pejabat Eselon II, III, IV,
Staf dan Pegawai Tidak Tetap ditand.atangani oleh Asisten yang mengkoordinasi
dan atau membidangi tugas pokok dan fungsi SKPD, dan apabila Asisten yang
mengkoo.dinasi dan atau membidaagi tugas pokok dan fungsi berha.langan,
ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan atau Sekretaris Daerah.



BA3 UI
TUr'UA]T PER.'AIIIITAJT DINAS DAI,/I[ I{EGERI

Pasal 7
Pengatu.an untuk pedalanan dinas tertentu dan atau kejadiar luar biasa sebagai
berikut :

a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/ penugasan
lanjut/acara dalam waktu yang berurutan /bersambung. Dalam hal tersebut,
seluruh biaya pedalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah
kegiatan/ acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute
pedalanan ke tempat kegiatan/acara;

b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding,
sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang sudal ditetapkan
jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur Nasional)
disesuaikan dengar pelaksanaan jadwal kegiatan;

c. Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya
akomodasi ditaqggung oleh penyelenggara, maka kepada pegawai yang
mela-ksanakan Perjalanar Dinas hanya dibayarkan uang harian diluar biaya
akomodasi yang ditanggung penyelenggara, Dengan demikian tidak
diperkenankan mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknls yang membenkan
kontribusi kepada penyelen ggaranya kecua.li kontribusi tersebut diatur oleh
peraturan perundang_undangan yang berlaku;

d. Mengingat sifatnya yang sangat daiurat, perjalanan dinas dalarn rangka
penarggulangan bencana alam dapat dilaksanakan terl€bih dahulu, sementara
Surat Perintai Thgas darr Surat perintah perjalanan Dinas serta persya_ratan
adrninistrasi lainlya dapat dilengkapi setelah selesai melalsanakan tugas;

e. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan d.engan alat angkutan lain
ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka pejabat yang berwenang dapat
mempeitjmbargkan pemberian tarrrbahat, uartg hari€rr dair biaya penginapan
sepanJang kelebihan tersebut bukan disebabkal kareqa kesalahan dan atau
kelalaian Pejabat Negara/pegawai Negeri yang bersangkutan;

f. Dalarn hal jumlah hari pe{alanan Dinas Jabatan ternyata melebihi jumlah haii
yang ditetapkan dalar[ Suiat perjntai pedalanan Dinas disebabkan karena
tugas mendadak/tarnbalal, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan
tambahan uaig harial dan biaya penginapan sepanjang kel€bihan tersebut
bukal disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian pejabat
Negara/Pegawai Negeri bersangkutan;

g. Dalarn hal Peialanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama_sama untuk
melalsalakan suatu kegiatan tertentu, pejabat Negara, pejabat Daerah, pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yarg
telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat Negara, pejabat Daerah, pegawai
Negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetao.



BAA TY
BIAYA PERJAIJ\NAN DINAS

Pasal 8
(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

a. Biaya transport;
b. Uaig harian yang meliputi akomodasi, uang makan, ualg saku dan transport

lokal.
(2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DpRD;
b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
c. Pejabat Eselon II;
d. Pejabat Eselon III;
e. Pejabat Eselon IV;
f. Staf dan Pegawai Tidak Tetap.
Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a di atas,
dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
Klasifrkasi biaya transport perjalanan Dinas sebagaimana dlmaksud dalam
ayat (l) hu.uf a di atas, sebagai ber-ikut :

a. Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD menggunakan kelas bisnis untuk
pesawat terbang dan VIp untuk angkutan laut;

b. Sekretaris Daerah, dan Anggota DPRD menggunakan kelas ekonorni untuk
pesawat terbang darr VIp untuk angkutan laut;

c. Pejabat Eselon II dan III menggunakar kelas ekonomi untuk pesawat terbang
dan kelas VIP untuk angkutan laut. yang dimalsud dengan pqabat Eselon IIIFd'l,h Kepala Kantor, Kepata Bagian pada Seketariat Daera} dan Sekretariat
DPRD, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur pembantu pada Inspektorat dan
Camat;

(3)

t4)

d. Pejabat Eselon IU dan IV menggunakan
dalr kelas eksekutif untuk angkutan
Eselon III adalah Kepala Bidans
Kecamatan:

kelas ekonomi untuk pesawat terbang
laut. Yang dimaksud dengan pejabat
pada Badan/Dinas dan Sekrctans

(s)

e. Staf dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat
terbang dan kelas ekonomi untuk kapal laut.

Ualg harian sebagaimana dinal(sud dalam ayat (1) huruf b di atas, dibayarkan
secara lumpsum sesuai jurnlah hari berdasa-rkan tanggal berangkat dan talggal
tiba dalam tiket peda.lanan, dengan tidak melebihi jumlah han dalam surat
Perintah T\.lgas (SpT), serta Surat perintah peq.alanan Dinas (SppD), kecuali
pe{alanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force maJor);
Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum adalah merupakan batas
tertinggi;

untuk bukti pertanggungiawaban perjaranan Dinas dilakukan dengan membuat
laporan perjala'an dinas dan merampakan surat tugas, lembar surat perintai
Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yarIg berwenang, tiket
serta boarding pass.

(6)

t7)



(1)

Pasal 9
Pembayaran lumpsum dihitung berlaku 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jarn
sesuai tanggal keberangkatan pergi maupun k€mbali yang tercantum dalarn tiket.

Pasal lO
Biaya transport perjalanan dinas (angkutal darat, laut dan udara) dibayar
secara at cost sesuai dengan yalg tercantum dalam tiket/nota resmi
pemsahaan jasa angkutan termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat
udara (airport ta-r), pass masuk pelabuhan dan transportasi darat dari hotel ke
bandara pergi pulang;
Biaya trartsport pe4alanan dinas dihitung hanya berlalu dari tempat asat ke
tempat tuJuan dan sebaliknya, kecuali ada penugasan lanjut dari pimpinan;
Biaya transport perjalanan dinas pergi pulang yang memakan waktu kurang
dari 6 (enam)jam atau S (lirna) kilometer pergi pulang dibayarkai sesual dengal
tarif resmi yang berlal<u;
Khusus biaya transport perjalanan dinas di wilayah pulau Srau dibayarkan

\2)

(3)

(4)

secara lumpsum;
(5) Besara! biaya transport, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran

Peraturan Bupati ini, merupakan plafon anggaran sementara sedangkan dibayar
adalah biaya rill sesuai bukti perjala-nan Dinas yang dipersyaratkan.

Pasal I 1

Pedalaran dinas yang dilakukan secara rombongan harus berangkat dan kembali
secara bersama-sama dengan menggunakan jenis sarana transportast yarg sarna.

Pasal 12
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetap yang diperintalkan oleh pejabat
berwenang berangkat secata mendadak untuk mengikuti kegiatan dan atau urusan
yang sifatnya penting dan tidak dapat ditunda, dapat menggunakan fasilitas tiket
kapal laut dan pesawat terbang dengan klasilikasi biaya transport settngkat diatas
dengan membuat permohonan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 13
Pegawai Negeri Sipil dan pegawa.i Tidak Ter,f yang melaksanakan Tugas melebihi
lamanya hari yang tercantum pada Surat perintah Thgas (Spt), dapat diakui untuk
pembayaran tambaran lumpsum dengan ketentuan harus terlebih daiuru
mendapatJcan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
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Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatalnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulaual Siau
Tagulaldalg Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
Pada tanggal 3 J.nr.!t 2013

BUPATI KEPULAUAN SIAU TACUIIIITDANG BIARO.
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